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   BAB 4 

Penutup  

4.1 Kesimpulan  

Di banyak negara, pekerjaan sektor perikanan bukan hanya sumber utama pekerjaan 

dan pendapatan rumah tangga, tetapi memainkan peran penting dalam menjamin 

ketahanan pangan dan ekonomi secara keseluruhan . Munculnya isu dalam sektor 

perikanan mengenai penggunaan kerja paksa dan pekerja anak, serta hubungan dengan 

pedagang manusia dan penyelundup manusia.  Maka, pekerjaan dalam sektor perikanan 

diberi stigma sebagai pekerjaan yang kurang layak. Kasus-kasus yang terjadi dalam 

pekerjaan sektor perikanan dapat mencoreng reputasi sektor pekerjaan di perikanan. 

Oleh karena itu, ILO sebagai organisasi yang bertujuan mendukung hak setiap pekerja 

untuk mendapatkan pekerja yang layak, mengadopsi Konvensi Nomor 188 Tahun 2007 

tentang Pekerjaan di Perikanan. 

Konvensi ILO Nomor 188 Tahun 2007 terdiri dari delapan bagian, yaitu mengenai 

definisi dan ruang lingkup; bagian kedua mengenai prinsip -prinsip umum; bagian 

ketiga mengenai persyaratan minimal untuk bekerja di kapal penangkap ikan; bagian 

keempat mengenai persyaratan layanan; bagian kelima mengenai akomodasi dan 

makanan; bagian keenam; perawatan kesehatan dan perlindungan kesehatan; bagian 

terakhir, yaitu bagian ketujuh mengenai mengenai pelaksanaan dan penegakkan 

peraturan.  

Beberapa bagian dalam konvensi menunjukan bahwa pengaturan dalam konvensi 

mengatur sejak masa pra kerja, pada hubungan kerja, dan purna kerja. Dengan adanya 

peraturan  yang melindungi para pekerja da ri masa sebelum kerja hingga setelah 

hubungan kerja, maka dapat disimpulkan bahwa, konvensi ini melindungi para pekerja 

pelaut perikanan untuk mendapatkan kondisi pekerjaan yang layak di  atas kapal, 
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sehingga dengan meratifikasi Konvensi Nomor 188 Tahun 2007 negara yang 

meratifikasi dapat mengatur mengenai standar minimum untuk bekerja di  atas kapal. 

Indonesia sebagai negara kepulauan, mayoritas masyarakat memiliki pekerjaan di 

sektor perikanan. Pekerjaan dalam sektor pelaut perikanan merupakan pekerjaan yang 

memiliki resiko tinggi, sehingga dalam rangka melindungi para pekerja pada sektor 

perikanan pemerintah wajib melindungi para pekerja dengan membuat peraturan. 

Beberapa peraturan yang berkaitan dengan perlindungan pekerja perikanan di 

Indonesia saat ini adalah, PermenKP Nomor 35 Tahun 2015, PermenKP 42 Tahun 

2016 dan Perka BNP2TKI Nomor 3 Tahun 2013. 

Peraturan - peraturan di atas memiliki beberapa persamaan yang terdapat di dalam 

Konvensi ILO Nomor 188 Tahun 2007. Menurut penulis persamaan antara Konvensi 

ILO Nomor 188 Tahun 2007 dengan PermenKP Nomor 35 Tahun 2015, PermenKP 

Nomor 42 Tahun 2016 dan Perka BNP2TKI Nomor 3 Tahun 2013 yaitu, pada setiap 

peraturan sama sama memiliki pengaturan mengenai tanggung jawab pemilik kapal 

dan nahkoda atas keselamatan pelaut dan kapalnya; baik Konvensi ILO maupun 

peraturan nasional sama sama mengatur mengenai usia minimum untuk bekerja di atas 

kapal; terakhir, Konvensi ILO dan peraturan nasional juga sama sama mengatur 

mengenai waktu istirahat dan pengupahan.   

Meski terdapat beberapa persamaan pengaturan antara peraturan  perundang  

undangan nasional dengan Konvensi ILO Nomor 188 Tahun 2007, namun dalam ketiga 

peraturan di atas masih terdapat kekurangan. Seperti tidak adanya ketentuan yang 

memungkinkan para calon pekerja untuk melakukan konsultasi terlebih dahulu 

sebelum menyetujui perjanjian kerja ; tidak adanya peraturan yang rinci tentang 

penyediaan akomodasi di atas kapal; tidak adanya pengaturan yang mewajibkan untuk 

membawa daftar awak kapal di atas kapa l. 

Melihat beberapa penjelasan di atas penulis berpendapat bahwa peraturan yang berlaku 

di Indonesia masih belum dapat melindungi pekerja perikanan dengan baik. Hal ini 
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dapat dibuktikan dengan masih adanya kasus  kasus yang berkaitan dengan pekerja 

pelaut perikanan.  

Untuk membahas tentang perlu atau tidaknya peratifikasian ILO Convention No. 188 

tahun 2007 bagi Indonesia, Penulis mempelajari contoh baik dari Norwegia sebagai, 

salah satu negara yang telah meratifikasi konvensi tersebut.  Norwegia sebagai negara 

maju dan memiliki potensi perikanan yang dapat berperan dalam mengembangkan 

devisa negara ternyata meratifikasi konvensi ini, meskipun dalam peraturan nasional 

di Norwegia telah mengatur beberapa hal yang ada di dalam Konvensi ILO Nomor 188 

Tahun 2007. Sebagai hasil dari ratifikasi konvensi ini Norwegia menambahkan 

beberapa peraturan dalam peraturan nasionalnya yang berperan untuk meningkatkan 

perlindungan pekerja baik pada masa pra kerja, masa hubungan kerja, dan paska kerja, 

di samping itu juga, Norwegia melakukan perubahan peraturan dengan tujuan untuk 

mencapai standar perlindungan pekerja pelaut perikanan yang ditentukan dalam 

Konvensi ILO Nomor 188 Tahun 2007. 

Menurut penulis penambahan peraturan mengenai kewajiban untuk  memiliki sertifikat 

yang menunjukkan bahwa kapal memenuhi persyaratan untuk kondisi kerja dan hidup 

di kapal penangkap ikan sesuai dengan yang terdapat di dalam Konvensi ILO Nomor 

188 Tahun 2007 dapat melindungi para pekerja yang hendak bekerja di atas kapal. 

Sebab sebelum sertifikat diterbitkan, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan awal 

untuk memastikan bahwa adanya kepatuhan untuk kondisi kerja dan hidup untuk para 

pekerja perikanan.  

Kemudian adanya peraturan yang mewajibkan agar setiap kapal  memiliki dokumen 

mengenai keamanan dalam pengawakan, hal ini dilakukan untuk memastikan setiap 

orang yang akan bekerja di atas kapal merupakan orang  orang yang berkompeten 

untuk bekerja di atas kapal baik dari segi kesehatan maupun segi akademis.  Melihat 

beberapa peraturan di atas, penulis berpendapat bahwa dengan meratifikasi Konvensi 
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ILO Nomor 188 Tahun 2007 Norwegia dapat meningkatkan perlindungan kerja kepada 

para pekerja pelaut perikanan pada masa pra kerja.  

Selanjutnya, penambahan peraturan mengenai  waktu istirahat, pekerja magang, waktu 

istirahat dan beberapa penambahan peraturan yang meningkatk an akomodasi di atas 

kapal (seperti penambahan ruang komunal, penambahan pendingin di bagian kapal, 

dan kewajiban untuk membangun klinik di atas kapal. dengan meratifikasi Konvensi 

ILO Nomor 188 Tahun 2007, Norwegia semakin meningkatkan perlindungan kepada  

pekerja pelaut perikanan pada masa hubungan kerja dengan melakukan penambahan 

beberapa peraturan yang telah disebutkan di atas.  

Terakhir, adanya penambahan peraturan yang me wajibkan untuk memperbaharui 

sertifikat tersebut apabila diperlukan (dalam rangka  perpindahan posisi pekerjaan di 

kapal, adanya permintaan dari pengusaha atau majikan). Sebab, pembaharuan sertifikat 

medis dilakukan untuk memastikan bahwa pekerja yang bersangkutan masih memiliki 

kemampuan yang sama untuk bekerja di atas kapal, selain it u pembaharuan ini juga 

dilakukan untuk memastikan bahwa pekerja yang bersangkutan tidak terkena penyakit 

yang dapat membahayakan pekerja lain yang berada di atas kapal, atau untuk mencegah 

memperburuk kondisi pekerja yang bersangkutan dengan melakukan peke rjaan di atas 

kapal. Menurut penulis pengaturan ini dapat melindungi para pekerja untuk terhindar 

dari pemutusan hubungan kerja tanpa alasan yang jelas, sehingga penambahan 

peraturan ini melindungi pekerja pada masa paska kerja. 

Berkaca dari Norwegia yang telah meratifikasi Konvensi ILO Nomor 188 Tahun 2007, 

dapat dilihat bahwa Konvensi ILO Nomor 188 Tahun 2007 tetap memiliki dampak 

untuk meningkatkan perlindungan kepada pekerja pelaut perikanan di Norwegia, 

meskipun sebagian besar ketentuan dalam Konvensi ILO Nomor 188 Tahun 2007 

sudah diterapkan dalam undang-undang Norwegia. Oleh karena itu, menurut penulis 

Pemerintah Indonesia dapat belajar dari Norwegia dalam rangka mengembangkan 

hukum nasional yang berkaitan dengan perlindungan pekerja pelaut perikanan di 
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Indonesia dengan cara meratifikasi Konvensi ILO Nomor 188 Tahun 2007 guna 

meningkatkan standar perlindungan pekerja pelaut perikanan di Indonesia.  

4.2 Saran 

Melihat permasalahan di atas, penulis terdapat beberapa saran kepada pihak terkait 

dalam rangka menyelesaikan persoalan urgensi ratifikasi dari Konvensi ILO Nomor 

188 Tahun 2007 dalam rangka perlindungan pekerja pelaut perikanan di Indonesia.  

Pertama dalam rangka untuk melindungi pekerja pelaut perikanan di Indonesia, penulis 

mendorong pemerintah untuk melakukan ratifikasi dan mengadopsi Konvensi ILO 

Nomor 188 Tahun 2007 ke dalam peraturan perundang  undangan di Indonesia.  

Kemudian, menurut penulis apabila Pemerintah akan meratifikasi Konvensi ILO 

Nomor 188 Tahun 2007, Pemerintah perlu melakukan s inkronisasi terhadap peraturan 

peraturan yang berkaitan dengan perlindungan pekerja perikanan,yang saat ini ada 

dan berlaku di Indonesia, seperti Perka BNP2TKI Nomor 3 Tahun 2013, PermenKP 

Nomor 35 Tahun 2015 dan PermenKP Nomor 42 Tahun 2016. Sebagai contoh, 

perlunya sikronisasi pada peraturan yang berkaitan dengan penetapan usia kerja atau 

sinkronisasi pada pengaturan yang berkaitan dengan tanggung jawab atas keselamatan 

pekerja pelaut perikanan di atas kapal atau sinkronisasi dalam ruang lingkup 

berlakunya peraturan.  

Terakhir, dalam rangka menjamin dilaksanakannya peraturan yang berguna untuk 

melindungi pekerja perikanan. Pemerintah perlu melakukan koordinasi secara 

horizontal antar lembaga, sehingga menciptakan check and balance antar lembaga.  
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